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BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa pensertipikatan

tanah (Hak Milik) secara massal sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan

tertib administrasi Pertanahan di Kota Sorong, sudah mewujudkan tertib

administrasi pertanahan. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang menunjukkan

bahwa kesadaaran masyarakat yang sudah mulai tumbuh, akan pentingnya

pendaftaran tanah dan memiliki sertipikat sebagai tanda bukti hak yang kuat.

Oleh karena itu dengan adanya pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal

masyarakat telah menerima sertipikat hak milik atas tanah, sehingga dapat

mewujudkan tertib administrasi pertanahan.

Saran:

Pensertipikatan tanah secara masal sebaiknya di selenggarakan setiap

tahun dan lokasinya yang berbeda karena pensertipikatan tanah secara massal

sangat bermanfaat bagi masyarakat, mengingat mata pencaharian sebagian besar

penduduk pertani dan nelayan maka biaya pensertipikatan tanah secara masal

sebaiknya lebih murah dari biaya yang sekarang, sehingga masyarakat dapat

mendaftarkan hak-hak atas tanahnya melalui pensertipikatan tanah secara massal.

Hal ini dapat di lakukan dengan cara memberikan sebagian biaya

pensertipikatan tanah kepada kas Negara dan kas Daerah sehingga di samping

dapat membantu yang kurang mampu untuk mendapatkan perlindungan hukum

dan kepastian hukum.
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Dengan adanya dedikasi yang relatif tinggi dari petugas yang menangani

pensertipikatan tanah secara masal ini akan menambah kelancaran pelaksanaan

dan penyelesaian tugas-tugas yang di bebankan, untuk itu di sarankan agar

petugas selalu mengikuti perkembangan teknik dan peraturan yang berkaitan

dengan tugas-tugasnya, serta perhatian pemerintah memberikan tunjangan sarana

dan fasilitas yang yang memadai.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

 

 



 

 

Tabel 1

Letak Geografis Dan Batas Wilayah Kota Sorong

Posisi Kota Sorong : 131° 15’ BT dan 0° 54’ LS

Batas Wilayah :

 Sebelah Utara : Distrik Makbon, Kabupaten Sorong dan Selat Dampir

 Sebelah Selatan : Distrik Aimas, Kabupaten Sorong dan Distrik Salawati,
Kabupaten

Raja Ampat

 Sebelah Timur : Distrik Makbon, Kabupaten Sorong

 Sebelah Barat : Selat Dampir

Sumber data : Pemerintah Daerah Kota Sorong

 

 



 

 

Tabel 2

Luas Wilayah Kota Sorong Menurut Distrik

Distrik Luas / Area (Km2) Rasio Terhadap Total

(1) (2) (3)

Sorong Barat 254,15 23

Sorong Timur 250,29 22,65

Sorong 200,32 18,13

Sorong Kepulauan 200,10 18,11

 

 



 

 

Sorong Utara 200,14 18,11

Jumlah 1.105 100,00

Sumber : Pemerintah Daerah Kota Sorong

Tabel 3

Penduduk Kota Sorong Dan Kepadatannya Menurut Kelurahan

DISTRIK KELURAHAN
JUMLAH

PENDUDUK

LUAS

WILAYAH

KEPADATAN

PENDUDUK

(1) (2) (3) (4) (5)

SORONG KEPULAUAN Doom Barat 3,243 45.10 71.90

Doom Timur 3,284 50.50 65.02

Soop 839 54.48 15.40

Raam 752 50.03 15.04

SORONG BARAT Klabala 9,096 45.70 199.04

Rufei 12,198 44.50 274.11

 

 



 

 

Klawasi 7,065 50.20 140.74

Tanjung Kasuari 2,240 62.92 35.60

Saoka 280 50.83 5.50

SORONG Kampung Baru 10,486 50.05 209.52

Klademak 8,584 40.06 214.25

Klaligi 10,291 40.04 257.01

Malawei 13,648 40.10 340.39

Remu Utara 10,514 30.07 349.64

SORONG TIMUR Remu Selatan 13,423 62.50 214.77

Malaingkedi 12,702 54.59 232.67

Klasaman 8,925 70.50 126.59

Klablim 650 62.70 10.37

SORONG UTARA Klagete 9,279 48.45 191.52

Malanu 3,776 51.16 73.81

Klawuyuk 11,363 50.04 227.09

 

 



 

 

Matalamagi 4,931 50.50 97.64

TOTAL 157,568 1,105.00 142.60

Sumber : Pemerintah Daerah Kota Sorong

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


